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BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 327 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR
BELANJA KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

a. bahwa harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar

belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan sebagai acuan dalam
melaksanakan kegiatan dan belanja daerah;

. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan

Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga
Satuan Regional serta adanya Surat Edaran Direktur
Jenderal Bina Konstruksi Nomor 182/SE/Dk/2025
tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya
Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, yang menyebabkan adanya
perbedaan terhadap beberapa harga satuan pokok
kegiatan dan analisis standar belanja sehingga
ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun
2025 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis
Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran
2026, perlu diubah dan disesuaikan;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2025 tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026;



Mengingat
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7040);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang

Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerabh;
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 77);

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2025
tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis
Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran
2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025
Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56
Tahun 2025 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan
Analisis Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2025 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan lampiran I Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun
2025 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis
Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran
2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan lampiran II Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun
2025 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis
Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran
2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 327



